ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan informasi dan perkembangan industri yang kian
pesat seolah menghilangkan batas-batas antara satu dengan yang lainnya.
Perusahaan maupun investor dapat membangun mitra dan mengembangkan
bisnisnya melewati batas negara untuk mencari pasar baru, serta aset tidak lagi
dilokasikan di wilayah domestik melainkan dapat dilokasikan di luar negeri. Hal
ini tentu berdampak pada kepalitan sebagai perluasan dari hukum perdagangan
internasional. Akibatnya kurator selaku pengambil alih tanggung jawab dan
kewajiban debitor atas segala harta palit menghadapi permasalahan bilamana harta
palit berada di luar yuridiksi Indonesia, oleh karena itu penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui bagaimana peran dan kedudukan kurator dalam penyelesaian
permasalahan terkait kepalitan lintas batas. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, hingga saat ini
regulasi terkait kepalitan lintas batas negara di Indonesia belum ada, atas dasar hal
tersebut terdapat 2 (dua) instrumen yang dapat dijadikan acuan yaitu dengan
menerapkan model hukum oleh UNCITRAL model law on cross border insolvency
atau dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral/regional. Jika
kedua instrumen hukum tersebut tidak tersedia di suatu negara maka untuk dapat
melaksanakan eksekusi atas harta palit oleh kurator, seorang kurator dinyatakan
tidak memiliki kedudukan untuk melakukan pemberesan atas harta palit yang
berada di luar negeri.

Kata kunci : Kurator, Kepailitan Lintas Batas, Pemberesan Harta Palit.
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ABSTRACT

The advances in information and the rapid development of industry make
boundaries between one another disappear. Companies and investors can build
partners and expand their business across national borders to find new markets,
and assets are no longer domestic but can be location overseas. This of course
has an impact on bankruptcy as an extension of international trade law. As a
result, the curator as the takeover of the debtor’s responsibilities for all bankrupt
asset faces obstacle if the bankruptcy asset are outside the jurisdiction of
Indonesia. Therefore this research was conducted to find out how the position of
the curator in its settlement. Problems associated with cross border insolvency.
This research uses normative research with a statue approach and conceptual
approach. The result of this research indicated that until now there is no
regulation related to cross border insolvency in Indonesia. On this basis there are
2 (two) instruments that can be used, namely by applying the model law by
UNCITRAL Cross border insolvency or enter into mutual agreement (bilateral) or
regional agreements. If the two legal instrument do not exist in a country, then in
order to be able to carry out the execution of bankrupt assets by a curator, a
curator is declared not to have position to make settlement of bankrupt assets
residing abroad.

Keywords: The Curator, Cross border insolvency, Settlement of Bankruptcy
Assets.
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